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PEMERINTAH tampak serius da-
lam mengupayakan Indonesia men-
jadi pusat produsen halal dunia. Se-
bagaimana diungkapkan Wakil Pre-
siden Rl sekaligus Ketua Harian Ko-
mite Nasional Ekonomi dan Ke-
uangan Syariah (KNEKS) Ma'ruf
Amin, antara lain dengan mewujud-
kan Kawasan industri halal (KIH) di
sejumlah tempat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani se-
laku Sekretaris KNEKS mengata-
kan insentif yang telah disiapkan pe-
merintah untuk menarik investor
atau pengusaha ke kawasan indus-
tri halal bukan hanya dari sisi kebi-
jakan fiskal, tetapi juga dari sisi non-
fiskal.

Di sisi lain Sri Mulyani juga me-
ngatakan, sebagai salah satu lang-
kah untuk mendorong Indonesia
menjadi pusat produsen halal dunia
pemerintah memprioritaskan sekitar
1.400 rumah potong hewan dan
tempat pemotongan hewan di In-
donesia segera mendapat sertifikat
halal. “Beberapa langkah strategis
bapak wapres sudah mengarahkan,
satu, untuk rumah potong hewan
dan tempat pemotongan hewan, itu
lebih dari 1.400 di seluruh Indonesia
akan ditargetkan untuk segera diak-
selerasi menjadi prioritas,” ujarnya
(KR, Rabu 21/12).

Pada dasarnya, industri halal dan
produk makanan halal merupakan
kebutuhan pokok umat Islam, yang
jumlahnya terus kian tambah dan
kesadaran menjalankan ajaran aga-
ma juga meningkat. Dalam ajaran
agama Islam, apa yang dimakan se-
orang muslim harus barang halal
dan akan ada dampak syar’i jika
yang masuk dalam tubuhnya adalah
barang haram.

Kehalalan suatu barang bisa
karena barang tersebut memang
bukan barang yang haram atau dila-
rang serta cara memperolehnya se-
cara benar. Sedang terkait dengan
barang dari hewan, daging, misal-
nya, di samping bukan dari binatang
yang diharamkan, cara menyembe-
lihnya juga harus berdasarkan syari-
at agama Islam atau syar'i.
Kambing, ayam atau sapi misalnya,
meski dagingnya termasuk yang di-
bolehkan untuk dimakan, namun
kalau cara penyembelihannya tidak
syari maka dagingnya menjadi
haram. Selain itu daging tersebut ju-
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ga tidak boleh dicampur dengan da-
ging lain dari binatang yang di-
haramkan, baik dalam penempatan
maupun saat memasak.

Karena itu, rumah potong hewan
(RPH) memang merupakan hulu
dari produk daging. Kalau RPH ter-
sebut sudah menjalankan tugasnya
sesuai syariah agama Islam, maka
produk yang dihasilkan juga halal
alias boleh dimakan oleh kaum
muslimin.

Hanya yang menjadi pertanyaan,
bagaimana dengan produk-produk
daging yang tidak dihasilkan dari
RPH? Apakah terjamin kehalalan-
nya? Karena tidak dipungkiri banyak
warga masyarakat yang menyem-
belih sendiri hewan yang dagingnya
akan dijual. Katakanlah daging
ayam, banyak penjual yang memo-
tong sendiri binatang berkaki dua
tersebut yang kemudian dagingnya
dijual di pasar-pasar, warung-wa-
rung, atau di pinggir-pinggir jalan.
Pertama apakah cara menyembe-
lihnya sudah benar? Kedua apakah
saat menyembelih membaca bas-
malah atau bismillahirrohmanirro-
him?

Kiranya, produk-produk daging
dari masyarakat luas ini perlu perha-
tian tersendiri dari pihak-pihak ter-
kait, terutama Badan Penyelengga-
ra Jaminan Produk Halal (BPJPH)
atau Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dengan pirantinya, misalnya LP-
POM MUI. Pihak terkait ini perlu akif
mendekati mereka, memantau cara
penyembelihannya dan memberi
bimbingan dan pelatihan kalau yang
mereka lakukan belum syar'i. Kare-
na umumnya dari kalangan masya-
rakat bawah, tampaknya mereka
kesulitan untuk mengurus sertifikat
halal, apalagi persyaratannya ba-
nyak. Mereka hanya berpikir prag-
matis, ayam yang dia sembelih pagi
ini bisa segera laku dan keuntun-
gannya bisa untuk menopang hidup.

Pendek kata, untuk memastikan
kehalalan produk daging dari masya-
rakat, kiranya perlu sikap pro aktif dari
pihak-pihak terkait. Kita berharap, se-
mua produk yang dimakan umat
Islam betul-betul terjamin kehalalan-
nya, baik produk industri maupun
rumahan. Dengan memakan makan-
an yang halal, semoga kehidupan
menjadi berkah. Menimbulkan ke-
baikan dalam segala hal. C-d
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MEMBACA status seorang perem-
puan aktivis yang mengaku lelah kare-
na orang mengucapkan peringatan
Hari Ibu dengan Happy Mother’s Day;,
saya bisa paham. Sangat paham.
Agaknya, banyak orang ‘merasa lebih
keren’ ketika memberikan ucapan
Selamat Hari Ibu dengan Bahasa
Inggris, Happy Mother’s Day.

Saya paham keletihan aktivis terse-
but. Dilihat artinya, mungkin keduanya
sama. Tetapi secara makna, kedua
sangat berbeda baik waktu, tempat
maupun substansi peringatan. Dan
soal substansi ini membuat ruh pe-
ringatan Hari Ibu dan Mother’s Day ti-
dak bisa disamakan. Semestinya, pe-
rempuan Indonesia memahami hal ini.

Mungkin bisa dilihat. Peringatan
Hari Ibu dilaksanakan setiap 22 De-
sember mengambil tanggal dilaksa-
nakan Kongres Perempoean Perta-
ma, tonggak sejarah kebangkitan pe-
rempuan Indonesia sejak masih ber-
nama Hindia Belanda, yang bertujuan

Hari Ibu bukan ‘Mothers Day’

memandirikan serta mencerdaskan
perempuan. Bahkan baru pada Kong-
res ketiga, tanggal tersebut ditetapkan
sebagai Hari Ibu. Sedang Mother’s
Day dirayakan pekan ketiga Mei di
Amerika dan negara pengikutnya se-
bagai hari persahabatan ibu. Tujuan-
nya, menyatukan kembali keluarga
yang terpecah dalam perang saudara.
Hari Ibu diperingati secara resmi
oleh pemerintah untuk merefleksi per-
gerakan dan perjuangan perempuan
Indonesia. Sedang Mother’s Day
diperingati dengan berukar karrtu uca-
pan serta hadiah untuk sosok ibu.
Jadi saya bisa paham dengan kele-
tihan perempuan aktivias itu sekaligus
pasti keresahannya. Makna dan ruh
peringatan kedua hari tersebut sangat
berbeda dan ini sangat substansial.
Karena itu untuk yang satu ini, gak us-
ahlah ngucapin dengan Bahasa
Inggris. Nggak norak kok ngucapin :
Selamat Hari Ibu. O-d
Afifah, Bayan Purworejo

Mengatur Konten Pilpres di Media Sosial

TAHUN 2023 yang sebentar lagi
datang akan menjadi tahun pemanasan
politik menuju Pemilihan Presiden 2024.
Berbagai persiapan telah dilakukan
penyelenggara pemilu, yaitu Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu di pusat dan daerah untuk men-
jamin terselenggaranya seremoni politik
yang sehat dan bermartabat. Bercermin
pada Pilpres 2019, maka Pilpres 2024
akan menjadi arena kontestasi gagasan,
kampanye dan pertarungan antar pen-
dukung yang sengit, terutama di me-
dia sosial.

Situasi ini dapat terjadi karena
angka pengguna media sosial tahun
2022 sudah mencapai 191 juta, dan
Pilpres 2024 seperti halnya 2019 ham-
pir pasti akan semarak oleh media
sosial selaku penjalin komunikasi poli-
tik digital atau apa yang kerap disebut
sebagai ekspresi politik digital. Me-
respon hal ini, Bawaslu mewacanakan
pengaturan konten media sosial.

Dua Persoalan

Jika kita cermati dalam 10 tahun
terakhir, setidaknya ada dua per-
soalan besar yang terkait kontestasi
politik elektoral di media sosial di
Indonesia. Pertama, adalah fenomena
polarisasi kepentingan dan kelompok
politik pada dua kubu: pendukung dan
lawan politik Joko Widodo dan
Prabowo Subianto sebagai dua kandidat
presiden. Polarisasi ini mengemuka da-
lam bentuknya yang ekstrem: saling
serang dengan konten bertendensi
hoaks, disinformasi untuk tujuan kam-
panye negatif pada lawan politik.

Terdapat pula fenomena pengelom-
pokan pengguna media sosial secara eks-
klusif ke dalam komunitas politik yang
selaras, membangun kebenaran sepihak,
tanpa kebutuhan untuk saling berdialog.
Algoritma media sosial yang berbasis po-
pularitas diksi, relasi pengguna berbasis
pada clickactivism membuat pandangan
yang terbelah makin mendapat tempat.
Grup WhatsApp, Facebook atau YouTube
membentuk keterbelahan ini karena

Masduki

belum ada sistem filter memadai atas
konten berbahaya.

Faktor kedua adalah fenomena yang
menjadi penyebab terjadinya polarisasi,
yaitu strategi personalisasi politik digital
yang dikembangkan para politisi dalam
membangun reputasi politik. Perso-
nalisasi ini tercermin pada produksi-dis-
tribusi konten yang fokus pada rutinitas

personal, pesona pribadi dan sederet
pencitraan artifisial lain yang diampli-
fikasi oleh influencer dalam beragam
platform dan format interaktif. Media
sosial makin dijadikan ruang memba-
ngun persepsi psikologis sebagai figur
yang dekat dengan rakyat, peduli keluar-
ga dan lainnya. Model diseminasi konten
berbasis pesona fisik dan atau pernyata-
an verbalistik ini semakin mengurangi
porsi eksposure program kerja politik
yang sejatinya penting untuk pendidikan
politik yang sehat.
Platform

Dua persoalan diatas mengkonfirmasi
bahwa pengaturan atas konten media
sosial untuk Pilpres 2024 terkait dengan

ekosistem teknologi digital, melibatkan
tidak hanya para politisi dan tentara di-
gital-nya, tetapi juga pengelola platform
digital. Adalah politik digital merupakan
ekosistem yang kompleks, yang terben-
tuk dari kerja-kerja personalisasi politik
digital di satu sisi, dan lemahnya keten-
tuan yang mengatur kinerja platform
memfasilitasi percakapan politik digital
di sisi lain.

Dalam konteks pengaturan konten di
media sosial, maka regulasinya harus
mentarget tiga pihak sekaligus: para
politisi yang berkontestasi termasuk
partai politik, para influencer dan ten-
tara digital yang bekerja untuk mereka
atau bisa saja merupakan aktor yang
terpisah, dan pengelola platform.
Tujuan utama pengaturan hendaknya
untuk menciptakan pilpres di ruang
digital yang seha.

Melalui berkurangnya konten per-
sonalisasi politik yang bersifat manipu-
latif, bukan sekadar mereduksi konten
yang bertendensi hoaks/disinformasi.
Kebebasan berekspresi tetap menjadi
perhatian utama, namun harus diikuti
penguatan kode etik dan regulasi for-
mal yang mentarget semua pihak da-
lam ekosistem digital di Indonesia.
Atas nama pendidikan politik yang se-
hat, pengelola platform wajib meng-
hentikan distribusi konten bernada fit-
nah, memicu polarisasi dan/atau terlalu
mengekspose citra pribadi. 0-d

*) Dr Masduki, Staf pengajar
Program Studi Ilmu Komunikasi UIT
Yogya
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Kapasitas Adaptif Masyarakat Daerah Bencana

NEGARA kita merupakan salah satu
daerah yang memiliki berbagai risiko
bencana, baik letusan gunung api, banjir,
longsor, gempa, tsunami dan bencana
semisal lainnya. Yang terbaru adalah
gempa di Cianjur 21/11, Sukabumi 8/12,
juga awan panas di Gunung Semeru 4/12
(krjogja.com). Bahkan BNPB mencatat
telah terjadi 3.383 bencana alam sepan-
jang tahun 2022, dengan total korban ji-
wa 832, hilang 43, luka-luka 8.718, serta
korban terdampak dan mengungsi hing-
ga 5.193.417 jiwa (bnpb.go.id, 17/12).

Secara alamiah masyarakat yang men-
jadi korban bencana tentu membu-
tuhkan waktu untuk bangkit kembali.
Sudahlah kehilangan nyawa, harta,
pekerjaan, serta kenikmatan hidup lain
yang sebelumnya dinikmati. Karenanya
program-program pemerintah serta lem-
baga masyarakat yang terlibat dalam pe-
mulihan pasca bencana secara umum
akan melakukan recovery secara berta-
hap, rehabilitasi, dan rekonstruksi,
bahkan sampai relokasi. Sayangnya,
lebih sering masyarakat korban sekedar
menjadi objek penderita. Padahal mere-
ka juga memiliki kapasitas (kemampuan
internal) untuk segera keluar dari situasi
bencana dan bertransformasi.

Lima Dimensi

Kapasitas inilah yang dimaksud Adger
(2004) sebagai kapasitas adaptif. Ring-
kasnya kemampuan masyarakat untuk
mengelola (dalam situasi) bencana, be-
radaptasi, lalu bangkit bertransformasi.
Dalam pandangan Cinner (2018) kapasi-
tas adaptif dibagi menjadi lima dimensi,
yakni : assets, flexibility, learning, organi-
zation dan agency. Kelimanya saling
terkait satu sama lain.

Assets merupakan dimensi yang
terkait dengan apakah ada aset yang
bisa dimanfaatkan masyarakat maupun
individu untuk upaya bangkit. Baik
bersifat aset individual maupun komuni-
tas. Termasuk dalam bentuk materi,

Agung Dwi Sutrisno

teknologi, maupun akses keuangan atau
modal, serta layanan lainnya. Flexibility
merupakan kemampuan individu atau
masyarakat untuk dapat fleksibel ketika
menghadapi bencana. Hal ini terkait erat
dengan pengalaman seseorang atau ko-
munitas. Semakin mereka memiliki flek-
sibilitas, keberhasilan untuk bangkit ten-
tu akan lebih cepat.

Learning terkait erat dengan kemam-
puan individu atau masyarakat untuk
mengenali, memahami, merespon ben-
cana, belajar dari peristiwa yang ada, ter-
masuk pengalaman sebelumnya, untuk
kemudian dijadikan modal untuk bang-
kit. Organization merupakan dimensi
sosial yang terkait kemampuan mengor-
ganisasi dan melakukan tindakan kolek-
tif. Ikatan sosial diantara individu ma-
syarakat di kawasan bencana sangat ber-
pengaruh terhadap dimensi ini. Semakin
kuat ikatan diantara mereka se-

itu baru dieksplorasi lebih mendalam apa
yang diinginkan di masa mendatang jika
kemungkinan bencana terjadi kembali.

Apabila kapasitas adaptif saat ini deke-
tahui, keinginan masyarakat di masa
mendatang juga diketahui, maka tinggal
dibuatlah peta jalan atau program apa
yang sekiranya dapat meningkatkan ka-
pasitas adaptif masyarakat di sekitar
bencana ini. Kesediaan partisipasi apa
yang disanggupi warga untuk program
tersebut.

Harapannya ke depan masyarakat di
sekitar bencana lebih sigap, lebih tang-
guh, lebih cepat bangkit, lebih adaptif
dan transformatif. Hanya butuh pihak
yang menginisiasi guna meningkatkan
kapasitas adaptif ini. Siapa lagi kalau
bukan pemerintah? O-d

*) Agung Dwi Sutrisno, Dosen

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta,
sedang studi Doktoral Natural Resources
and Environmental Studies, National
Dong Hwa University, Taiwan

makin cepat pula ke arah pemulih-
an pascabencana.

Terakhir, dimensi agency yang
merupakan dimensi yang meng-
gabungkan seluruh kemampuan
yang dimiliki individu atau masya-
rakat untuk beradaptasi, lalu
bangkit bertransformasi. Juga
melakukan dan mengelola hal-hal
di masa depan yang meliputi aspek
pemberdayaan, motivasi, dan kog-
nisi (Bandura, 2000).

Tidak Disadari

Kelima dimensi ini sebenarnya
secara faktual ada di masyarakat
sekitar bencana. Hanya saja ka-
dang justru tidak disadari. Ka-
renanya penting bagi pemerintah
maupun stakeholder lainnya un-
tuk dapat membaca, apa kapasitas
yang dimiliki masyarakat. Setelah

PPKM segera dihentikan.
-- Kewaspadaan tak boleh berhenti.

BMKG imbau waspadai cuaca ekstrem.
-- Diiringi doa semoga dijauhkan
dari bencana.

Dibuka, 518 formasi PPPK Tenaga
Teknis.

-- Yang mau mendaftar harus segera
siap-siap.
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